
WALIKOTA PALANG 

Menimbang 

PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA 
NOMOR ;t(t, TAHUN 2 0 1 9  

TENT ANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2018  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALANGKA RAYA, 

: a. bahwa untuk melaksanakan Amanat dari Peraturan 

Daerah Nomor Tahun 2019  ten tang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 ,  per lu  

ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 ,  sebagai 

rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2018 ;  

b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota 

Palangka Raya ten tang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2018 ,  Walikota menetapkan Peraturan 

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

APBD sebagai rincian lebih lanjut dari 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan b perlu dibentuk Peraturan 

Walikota Palangka Raya ten tang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20 18 ;  
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Mengingat : 1 .  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2 .  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 Tentang 

Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran 

Nomor 2753); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ) ;  

4.  Undang-Undang Nomor 17  Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 05 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6 .  Undang-Undang Nomor 15  Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ) ;  

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 ,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
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9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

10 .  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

1 1 .  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2 0 1 4  Nomor 244, Tarnbahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015  tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 

Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2 0 1 5  Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia 5679 ) ; 

12 .  Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 2 1 0 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028 ) ;  

13 .  Peraturan Pemerintah Nomor 18  Tahun 2017  tentang 

Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017  Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

14 .  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502 ) ,  sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
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Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012  Nomor 1 7 1 ,  Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5340); 

15 .  Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2 0 1 1  tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2 0 1 1  Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5219 ) ;  

16 .  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

17 .  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,  Tarnbahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2 0 1 0  tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 0 

Nomor 1 1 0 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5155 ) ;  

18.  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2 0 12  t entang  

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012  Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272 ) ;  

19 .  Peraturan Pemerintah Nomor 12  Tahun 2019  tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 201 9  Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 ) ;  

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 201 8  tentang 

Pedoman Penyusunan dan Pen era pan Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2 0 1 8  Nomor 2 ,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6 178 ) ;  

2 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
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• 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia N omor 4 6 1 4 ) ;  

22.  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2 0 1 4  tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2 0 1 4  Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587);  

23.  Peraturan Pemerintah Nomor 7 1  Tahun 2 0 1 0  t e n t an g  

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2 0 1 0  Nomor 1 2 3 ,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 1 5 6 ) ;  

24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2 0 1 4 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4  Nomor 92 ,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5533 ) ;  

25 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2 0 1 1  

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

13 T a h u n  2 0 18  tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2 0 1 1  

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) (Berita Daerah Republik Indonesia 

Tahun 2 0 1 8  Nomor 465); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 1  T ahun  2 0 1 6  

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2 0 1  7 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 16  Nomor 874); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1  Tahun 2 0 17  

ten tang 

Daerah 

Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan 

Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan 
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Rancangan Peraturan Kepala Daerah Ten tang 
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagai 
dasar hukum mengingat; 

28. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02 Tahun 
2010  tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 
2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Palangka Raya Nomor 02), sebagaimana telah diubah 
beberapa 
Palangka 

kali terakhir dengan 

Raya Nomor 04 
Peraturan Daerah Kota 
Tahun 2014  ten tang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palangka 
Raya Nomor 02 Tahun 2010  tentang Pokok-Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Palangka Raya Tahun 2 0 1 4  Nomor 4); 

29. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 

2 0 1 7  tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2018  (Lembaran Daerah Kota Palangka 
Raya Tahun 20 17  Nomor 17) ;  

30 .  Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor O 1 Tahun 

2 0 1 5  ten tang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 

Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota 
Palangka Raya Tahun 20 15  Nomor 0 1 ) ;  

3 1 .  Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 54 Tahun 

20 17  tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2 0 1 8  (Berita Daerah 

Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 54); 

32 .  Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 
2 0 1 5  ten tang Tata Cara Pergeseran Anggaran Satuan 
Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palangka 

Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 

Nomor 13) ;  
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan • 

• PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2018  

Pasal 1 

154.638.489.583,94 
961 .640. 150 .685,99 

36.500.000.000,00 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018 ,  terdiri atas:  
1 .  Pendapatan : 

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA 
b. Pendapatan Transfer 
c. Lain-Lain Pendapatan yang sah 

Jumlah Pendapatan Rp. 1 .152.  778.640.269,93 

2. Belanja : 

a. Belanja Operasi 
1 .  Belanja Pegawai 
2. Belanja Barang dan Jasa 
3. Belanja Bunga 
4. Belanja Hibah 
S. Belanja Bantuan Sosial 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

488. 053 .24 7 . 6 1 9  ,so 

306.908.351 .022 ,84 
1 . 4 6 1 . 3 0 0 . 1  78,22 

37 . 776.666.306 ,00 
10 .036.321 .000,00 

Rp. 844.235.886.126,56 

Rp. 
Rp. 

b. Belanja Modal 

1 .  Belanja Modal Tanah Rp. 

2 .  Belanja Modal Peralatan dan Rp. 
Mes in 

3. Belanja Modal Gedung dan Rp. 
Bangunan 

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Rp. 
Jaringan 

S. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 
6. Belanja Modal Aset Lainnya 

2 1 . 853 . 127 . 165 ,00  

14.503 .604 .593,00 

121 .575.336 .345,00 

61 .394.369 .058 ,00 

1 2 .  766.292.002 ,41 
197 . 1 17 . 000 , 00 

Rp. 232.289.846.163,41 

c. Belanja Tak Terduga 
1 .  Belanja Tak Terduga Rp. 

Rp. 

3 .469.829 .020 ,00 

3.469.829.020,00 

Jumlah Belanja Rp. 1.079.995.561.309,97 
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3. Tran sf er : 

a. Transfer Bantuan Keuangan 

1 .  Transfer Bantuan Keuangan Ke Rp. 
Pemerintah Daerah Lainnya 

2 .  Transfer Bantuan Keuangan Rp. 
Lainnya 

Rp. 

150.000.000,00 

802.818 .854,63 

952.818.854,63 

Surplus/ (Defisit) Rp. 71.830.260.105,33 

4. Pembiayaan : 

a. Penerimaan Pembiayaan 
1 .  Penggunaan SiLPA Rp. 

2 .  Pencairan Dana Cadangan Rp. 

Rp. 

b. Pengeluaran Pembiayaan 

1 .  Pembentukan Dana Cadangan Rp. 

2 .  Penyertaan Modal/Investasi Rp. 
Pemerin tah Daerah 

3. Pembayaran Pokok Pinjaman Rp. 
Dalam Negeri 

Rp. 

5 .55 1 . 155 .329 ,55  

10.000.000.000,00 

15.551.155.329,55 

0,00 

10.300.000.000,00 

1 .383.423.066,66 

11.683.423.066,66 

Pembiayaan Netto 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 

Rp. 

Rp. 

3.867. 732.262,89 

75.697. 992.368,22 

Pasal2 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran APBD Tahun Anggaran 2018 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran 

Peraturan ini. 

Pasal3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

dirinci lebih lanjut ke dalarn penjabaran Laporan Realisasi Anggaran. 

Pasal 4 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan ini. 
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Pasal 5 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya. 

Ditetapkan di Palangka Raya 
pada tanggal 9 /-t�""�\-'-l.1i. J... o t j  

WALIKOTA PALANGKA RAYA, 

• 
I = , 

FAIRID NAPARIN 

Diundangkan di Palangka Raya 
pada tanggal S �'--\�"""� �\�  

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA, 

HERA NUGRAHAYU 

SERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2 0 1 9  NOMOR ;;tlo 

•  


